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a. Bertitlk tolak dari perbedaan penafsiran berbagai 
pihak baik praktisi maupun penegak hukum dalam menilai 
salah satu unsur yang terkandung dalam pasal 224 HIR, 
yalmi yang berka! t dengan grosse akta pengakuan hutang 
(notal'lele SCllllldbl'leJ:) , ternyata menlmbulkan permasa­
lahan. Perbedaan penafsiran seeara luas (ekstentif) di 
satu fihak dan penafsiran l'est,l'iktif (terbatas) d1 sisi 
lain, menyebabkan perbedaan tersebut, yang ternyata 
sampai saat ini masih menimbulkan berbagai persoalan. 
Hemang harus disadari bahwa perl~embangan hukum seringg~ali 
tertinggal laju pertumbuhan ekonomi, sehingga peran hukum 
dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat tidak tercapaL 
Begltu pula pandangan konvensional terhadap peraturan 
hulmm, seringkali menghambat fleksibilitas hukum dalam 
memenuhi tuntutan masyara),at. Dalam bidans hukum perban­
kan misalnya, yang begitu berharap banyak atas manfaat 
yang ditawarkan oleh pasal 224 HIR, karena di situ memuat 
hal ten tang pengakuan hutang. Namun kekolotan cara pan­
dang pengadilan terhadap interpretasi lain dari malma 
notariele scllllldbrief justru menghambat industri perban­
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menganggap bahwa grosse akta per,i anj ian kredi t perbankan 
dapat dil~ategorikan sebagai grosse akta pengakuan hutang 
vide pasal 224 HIR. yang bertitel el,sekutorial. 
b. Ralau ditllil~ dari sis1 h1storisnya, sebenarnya keha­
diran grosse akta pengakuan hutang juga dalam rangka 
memenuhi j,ebutuhan masyarakat \'laktu itu. Jad1 menurut 
saya amatiah naif apabila justru pengadilan yang mengham­
bat. perkembangan perbanlran dengan pandangan konven­
eionalnya. Hal ini bukan eaja bertentangan dengan tun­
tutan pertumbuhan ekonomi yang menjadi harapan kita 
semua. tetapi juga paradok dengan kebutuhan masyarakat 
itu sendiri. Disamping ittl. polemik yang terjadi juga 
tidak teriepas dari perangkat peraturan yang ada, yang 
seringkali terjadi antllloml dan kekaburan substansi. 
Terjadi aJ1tllloml oleh karena banyaknya produk peraturan 
perun-dang-undangan yang sarna tingkatannya, dan mengatur 
hal yang sarna, tetapi saling bertentangan. Juga tidak 
tuntasnya pengaturan menyebabkan batasan-batasan yang 
ditentukan menjadi kabul'. Berkait dengan tingkat efek­
tivitas grosse akta, hal ini diukur oleh keberadaannya di 
lapangan. Di sinilah kefektivitasan sebuah grosse akta 
diuji, dan ternyata kaca mata teori tidak semudah kenya­
taan di lapangan. Namun hal paling aneh menurut saya 
ialah tetap dikeluarkannva grosse akta tersebut oleh 
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notaris, seolah tidak peduli dengan kebijal{an pengadilan. 
c. l1enghadapi kenyataan sepertl ini bank dituntut untuk 
pandai-pandai mencari jalan keluar agar kredit yang 
dikeluarkan tidak hilang begi tu saja. Upaya yang saya 
tawarkan mellputi negosiasi, penggunaan jasa Debt Collec­
tOl', proses arbi trase, maupun proses ligi tasi. Upaya­
upaya Inl mengandung kelebihan dan kekurangan masing­
masing tergantung cara pandang bank itu sendiri dalam 
memilih cara mana yang paling t.epat. 
2. Saran 
l1eskipun saya sadar dengan kapasitas saya, namun 
tidak ada salahnya bila ikut urun rembug memberi solusi 
alternatlf agar polemik tentang grosse akta perjanjian 
kredlt inl segera berakhlr. tJrun rembug saya antara lain: 
a. Untuk Pengadilan 
- Perubahan pandangan konvensional terhadap pasal ~24 
BIR. 
- Penilaian dilmtomls bank terhadap kedua belah fihak 
justru tidak mencerminkan kepastian hukum, sehingga 
harus dirubah. 
-	 Seharusnya pengadilan dengan tegas menilai fakta-fakta 
yang disodorkan oleh kedua belah fihak adalah buktl 
konkrit perbuatan para fihak selama Ini. Jadi tidak 
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periu menguiur-ulur waktu untuk menilainya karena akan 
menambah blaya, y~aktu dan tenaga dengan percuma. 
b. Untuk Bank 
- Upaya protel{tif dari bank .serIngkali overlapping. 
karena disamping telah menuangkan perjan,iian kredit 
dalam bentuk balnl/standart. masih di tambah dengan 
klauBul-klau6ul yang memberatkan nasabah. 
Upaya negos1asi adalah upaya yang paling praktis l{arena 
disamping tidak meminta biaya. waktu. dan tenaga. juga 
dapat menjaga pt'ivac1 bank. Dan sedapat mungkin 
menghindar1 proses 11gitasi. 
-	 Untuk menghindari "Bl'cqin Image" negatif dari masyaral{at 
sedapat mungkin menghindari upaya-upaya penagihan 
kredit yang bisa menjadi bumerang bagi bank itu sen­
dirt. 
c. 	Bagi Nasabah 
Sebailmya sebelum menandatangani perjanj ian kredit 
diteliti dulu isinya. karena seseorang yang menanda­
tangan1 sebuah dokumen dianggap tahu dan menyetujui isi 
dokumen tersebut dan bertanggung jawab atas konsek\<lensi 
yang t1mbul. 
-	 Sedapat mungkin menghindari proses lig1tasi l~arena di 
samping memakan waktu dan tenaga ,juga biaya yang tidak 
sediki t. Disamping ttu juga untu]{ menghindari stigma 
masyarakat. 
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d. 	 Notaris/Pengacara 
Diharapkan perannya dalam menl1ai lsi maupun format 
dari perjanjian kredit. apa ada unsur yang biaa merugi­
kan salah flatu fihak atau tidak. Pengalaman menunjukkan 
bahwa apa yang dimlnta oleh bank. notaris/pengacara 
tinggal mellg-amilli saja. 
e. Masyarakat 
-	 Kesadaran hulmm maayarakat perlu ditingkatkan, karena 
rendahnya tingl~at kesadaran hukum dapat menghambat laju 
pertumbuhan ekonoml yang sedang dlgalakltan. Hukum dan 
ekonoml bak 2 (dual slsi m,sta uang yang bedalan 
beriringan. 
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